i BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Jiairy)

Nomor . (& HK.01.00/K.NB-07/9/2024 Sumbawa, 23 September 2024
Sifat : Penting

Perihal . Imbauan

Kepada Yth :
Ketua Panitia Pelaksana “ Sarasehan Demokrasi”
Di-

Tempat

Dengan hormat,
. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota Tahun 2024,

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atau
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024,

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

Il. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan
Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) . ( ) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu
Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan
pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilhan dan
sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan
dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, serta
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.

Il. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, bahwa Kampanye Calon Bupati dan
Wakil Buipti dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024,

IV. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 pada
a. Pasal57:

» Ayat 1 huruf () Bahwa Kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat
pendidikan.

» Ayat 2, Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagamana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat zin
dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut
Kampanye.
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» Ayat 3, Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak
melibatkan anak

» Ayat 4, Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon

b. Pasal 58 pada:

» Ayat 3, Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Han
Minggu.

» Ayat 5, Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.

V. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 pada :

> Pasal 67 Ayat (1) “Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon
peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”.

» Pasal 69 huruf ( k ), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan
kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

» Pasal 187
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar Jjadwal waktu
yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk
masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima
belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah).

VI. Berdasarkan Informasi yang diterima Bawaslu Kabupaten Sumbawa, bahwa DPD KNPI
Sumbawa, HMI Sumbawa dan Universitas Samawa akan melaksanakan Acara “Sarasehan
Demokrasi® yang akan dilaksanakn pada tanggal 24 September 2024, dengan mengundang
seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.

VIl. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau
kepada Panitia Acara Sarasehan Denokrasi untuk tidak melakukan kegiatan dan
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan

Serentak Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram

2. Pertinggal
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